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RIWAYAT HIDUP

Ikhwan Kurnia Hutasuhut di lahirkan di Sipirok Godang, J.L. Jabaun
No 18, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tanggal 3 April
1993. Anak Pertama dari 2 bersaudara dari ayahanda Bandaharo Hutasuhut dan
ibunda Habibah Nasution.

Pendidikan yang pemah ditempuh penulis adalah TK Aisiyah
Kecamatan Sipirok. SD Negeri 7 Sipirok. SMP Negeri 1 Sipirok. SMA Negeri 1
Sipirok. Pada Tahun 2011 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik.
Pemnah juga mengikuti beberapa Training Organisasi Mahasiswa seperti Latihan
Kader 1 (Basic Training) HMI Cabang Medan dan Latihan Kader 2 (Intermediate
Traz‘ning).HMI Cabang Solok Selatan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi
mahasiswa infra dan ekstra kampus. Di Intra kampus pernah menjabat sebagai
anggota bidang kerohanian PEMA FISIP UMA Periode 2012-2013, Sekretaris
Bidang Litbang PEMA FISIP UMA Periode 2013-2014 dan Dewan Pembina
PEMA FISIP UMA Periode 2015-2016. Di Ekstra kampus pernah menjabat
sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang P3A HMI Komisariat UMA Periode
2013-2014, Sekretaris Umum HMI Komisariat UMA Periode 2013-2014, dan di

amanahkan sebagai Ketua Umum HMI Komisariat UMA Periode 2014-2015.
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BAB1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan
daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas
pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya
pendapatan asli daerah, sebagai salah satu media penggerak program pemerintah,
Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
jasa giro, .pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan
penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir
ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan
kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diperbahrui dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah memberikan
kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan
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tersebut dititikberatkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan
agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya
sendiri. oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik
maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, selain itu juga menjadi ciri
pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom hilang.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai
dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah Keadaan keuvangan daerah sangat
menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan
dilaksanai(an oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa
peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih
luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya
dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah
merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena Keuangan daerah adalah
hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan
dacrah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber
penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang
dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai

kontribusi dan potensi terbesar di Kota Medan adalah pajak daerah. Pajak daerah
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sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalamUndang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, Sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Hal tersebut bertuyjuan untuk memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah)
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh
wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara
langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak yang
dipungut ‘oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak
reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan
galian, serta pajak pajak air bawah tanah.

Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh
Pemerintah daerah adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat
oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin
pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan

asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bahan pemasaran sebuah
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industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi
penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang
berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis
sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak reklame di Kota Medan diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2011
tentang pajak reklame. Dalam Perda tersebut dikatakan bahwa Objek Pajak
Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dan Objeknya adalah: a.
Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c.
Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk
pada kendaraan; f Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i.
Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.

l;emasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang
dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame,
lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang
menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan,
bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak
pemerintah.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dikarenakan setiap tahunnya
semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan. Namun realisasi
penerimaan pajak reklame di Kota Medan masih minim. Selain itu, Dinas Tata
Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan telah menemukan adanya

reklame bodong.
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Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan telah menemukan adanya
reklame bodong.

Adapun data yang terkait dengan target dan realisasi Pajak Reklame Kota
Medan yang diperoleh dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reklame Landen
Marbun, yang dimuat di harian Waspada Senin, 16 November 2015, realisasi
pendapatan dari pajak reklame tahun 2013 mencapai Rp. 22, 6 miliar dari target
69,1 miliar, tahun 2014 mencapai 7,7 miliar dari target 59,1 miliar dan tahun
2015/0Oktober mencapai 7 miliar dari target 73,3 miliar.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan banyaknya
permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya
adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Pelayanan
yang diberikan oleh pihak fiskus tidak memuaskan, Penelitian Jatmiko (2006)
menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukannya sanksi untuk memberikan
pelajaran bagi pelanggar pajak, hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari
dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif
pada kepatuhan wajib pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar
yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun
pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat
mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan
pajak reklame.

Permasalahan minimnya pendapatan dari pajak reklame atau realisasi
yang sangat jauh dari target bukan menjadi satu-satunya persoalan dalam

pengelolaan reklame. Kesemrautan kota yang dibanjiri dengan papan reklame
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merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah
yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Menurut Winamo Suchman
(1997 : 33) masalah adalah : “setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk
memecahkan masalah, harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan”.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas oleh
penulis, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi

Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?

1.3. Pembatasan Masalah

Di dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi sudah tentu
terdapat suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sama hal dengan
judul diaias, pembatasan masalah merupakan suatu hal yang esensial sehingga
dapat terhindar dari interpretasi yang berlainan bagi setiap orang.

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan
dari masalah penelitian yang diteliti guna dapat mengidentifikasi factor mana saja
yang masuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Agar ruang lingkup
penelitian lebih jelas, maka penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana
Implementasi Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame agar PAD Kota

Medan naik dengan jenis papan reklame/billboard/videotron/megatron.

1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah Perda No 11

Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sudah diimplementasikan dengan baik.
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2.1.2, Tahapan Kebijakan
Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn

adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis
dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai
apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik pertu diperhitungkan.

Jika sebuah isu menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas
dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya
publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat
penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu
agenda ;;emerintah. Isu kebijakan (policy issue) sering juga disebut sebagai
masalah kebijakan (policy problem). Policy issue biasanya muncul karena telah
terjadi silang pendapat diantara para actor mengenai arah tindakan yang telah atau
akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan
tersebut. Menurut William Dunn (1998), isu kebijakan merupakan produk atau
fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun
penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi
agenda sebuah kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda
kebijakan publik (1974; Salesbury, 1976;Sandbach, 1980; Hoghwood dan Gunn,
1986) diantaranya telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan
mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut
emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan

media massa, menjangkau dampak yang lebih luas, mempermasalahkan
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2.2. Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan
tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi yang merupakan terjemahan dari “implementation” berasal dari
kata ketja “ To implement”. Menurut Webster Dictionary dalam (Tachan, 2008 :
19), kata to implement berasal dari bahasa latin “implementum” dari asal kata
“impere dan plere”. Kata “impere’” maksudnya “to fill z)p”to fill in” yang artinya
mengisi penuh: melengkapi. Sedangkan “plere” maksudnya “to fill” maksudnya
mengisi.

Menurut Merille Grindle dalam leo agustino (2006 : 139) implementasi
adalah pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, dengan
mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah
ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang
kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Perlu dicatat bahwa implementasi
kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur
kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat
dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi dapat dilihat
pada pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
dalam bukunya iplementasi and public policy dalam Leo Agustino (2006 : 139)
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, namun dapat
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berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi
masalah yang ingin diatasi, menyebabkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya”.

Van Meter dan Van Hom dalam Leo Agustino (2006 : 139)
mengidentifikasikan implementasi kebijakan, merupakan “tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari definisi diatas
tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga
hal yaitu':

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan
suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhimya akan mendapatkan suatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut chief J.O. Udoji dalam Leo Agustino ( 2006 : 140 ) dengan
mengatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan
mungkin jauh lebih penting daipada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan
hanya berupa sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip

kalau tidak diimplementasikan”.
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Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa implementasi mengacu pada
tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu
keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut
menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan
besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi
pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah
sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan
instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun
Jjuga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social. Dalam tataran
praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Oleh karena itu,
implikasi sebuah implementasi merupakan tindakan sistematis dari

-

pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward IIT dalam Subarsono ( 2005 : 90 ) ada 4
(empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi suatu kebijakan, yakni factor komunikasi, sumber daya, struktur
birokrasi dan disposisi.
2.3.1. Komunikasi

Secara umum Edward dalam Winarno (2002 : 16) membahas tiga hal
penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni :
1. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk
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prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedure atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang
terlalu panjang akan cendrung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-
lape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya
menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
2.34. Disposisi (cendrungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat
atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

2.4. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah (Gubemur atau Bupati/Wailkota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Sari Nugraha, 2004 : 27)
Peraturan Daerah terdiri atas:
2.4.1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan

daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama

Gubemur.
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2.4.2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota
tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan
daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah
Provinsi. (Sari Nugraha, 2004 : 28)

Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, peraturan daerah dikenal
dengan istilah ganun. Di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah khusus
dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan daerah (perda) adalah instrument aturan
yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku
beberapa undang-undang yang menjadi dasar hokum penyelenggaraan
pemerint;han daerah dengan menetapkan perda sebagai instrument yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya
sejalan dengan system ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan
UU pemerintahan daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan
materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada
pemerintah daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan
tethadap pembentukan dan pelaksanaan perda mengalami perubahan seiring
dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai
aturan hokum positif tentang UU pemerintah daerah, UU tentang perundang-
undangan, Peraturan pelaksanan yang secara khusus mengatur tentang perda. (Sari

Nugraha, 2004 : 28)
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Untuk merancang sebuah perda, perancang pada dasarnya harus

menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis data tentang persoalan social yang akan diatur.

b. Kemampuan teknis perundang-undangan.

c. Pengetahuan teoretis tentang pembentukan aturan.

d. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda.
(Utrecht, 1989 : 1)

Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan
landasan konstitusionalnya didalam konstitusi yang keberadaannya digunakan
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (vide Pasal 18 ayat (6) UUD
1945). Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan perda
adalah sefuruh materi muatan dalam rangka: penyelenggaraan otonomi dan tugas
pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.5. Pajak dan Pajak Daerah
2.5.1. Definisi Pajak

Adapun dibawah ini akan dituliskan beberapa definisi pajak yang
dikemukakan oleh para ahli :
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

disempurnakan menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
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kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.

Ahli yang lain yakni S.I. Djajadiningrat mengemukakan bahwa pajak
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara
secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi, 2014
1)

Kemudian menurut Dr. N.J. Feldman Pajak adalah prestasi. yang
dipaksak;n sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma
yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.(Siti Resmi, 2014 :2)

2.5.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keungan

Negara) dan fungsi reguralend (pengatur).
1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara eksentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
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melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.5.3. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hokum pajak materiil dan hokum

pajak forrhil.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan
keadaan, perbuatan, dan peristiwa hokum yang harus dikenakan pajak, siapa yang
harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak
materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta
hubungan hukum antara pemerintah serta wajib pajak. Termasuk dalam hukum
pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau
hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang
memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat

sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.
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2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai
cara untuk mewujudkan hokum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum
ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak,
control oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak
(sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga,
dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk
melindungi fiskus dan wajib pajak serta member jaminan bahwa hukum
materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara
fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus
yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak
terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat
melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya
hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang

pihak fiskus. (Siti, Resmi, 2014 : 5)

2.54. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dilelompokkan menjadi tiga yaitu
pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga

pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:
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a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau
pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh:
Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak
tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhimya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi
jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai
terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang
menju;ﬂ barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara
eksplisit maupun implicit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi
Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh; Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib
Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut
memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya
anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut
selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena

pajak.
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b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek Pajak
(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh:
PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Paj:;k Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota)
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
jalan, Pajak Mineral Bukam logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan
dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas
Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan. Pajak Kabupaten/Kota
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meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak
Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Siti Resmi, 2014 :7)

2.6. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari
perhatian yymum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang
diperlukan oleh pemerintah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa

reklame.

2.6.1. Objek Pajak Reklame

Dalam undang-undang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi disebutkan
bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu

meliputi :

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron merupakan reklame yang
terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis,
dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding,
pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang
disinari.
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b. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) merupakan
reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat
berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.

c. Reklame kain yakni reklame yang diselenggarakan menggunakan kain,
termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.

d. Reklame melekat/stiker yakni reklame yang berbentuk lembaran yang
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang atau digantung
pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per
lembar.

e. Reklame selebaran merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas,
di'selenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau
digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni reklame yang
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan
dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame suara yakni reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau
oleh peralatan lain.

i. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya,
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sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau
benda lainnya yang ada di ruangan.

J. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara
peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek

pajak reklame yakni :

a. Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

¢. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
telilpat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah

daerah,
2.6.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan
langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk
kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan

tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga
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(perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak

reklame.
2.6.3. Dasar Hukum

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus
seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak
reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hokum yang jelas dan kuat sehingga
harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak

reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
Teruntuk di Kota Medan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Dengan pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah
diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak
Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat.
Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak
reklame dikenakan atas semua peyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi

objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.
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BABIII
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian
3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan
menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagaimana menjawab
permasalahan untuk mendapat data — data, kemudian dianalisis dan mendapat
kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Menurut Spradley
(2010 : 19 ) pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau
melingkar ( Cyclical ), bukan proses linier. Oleh sebab itu penelitian kualitatif
juga berp;:doman kepada paradigma pluralistic atau beragam teknik pengumpulan
data yang dapat digunakan, untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang
diperlukan untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

Menurut Sudjarwo ( 2010 : 203 ) penelitian kualitatif harus memiliki prinsip
yaitu peniliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti,
disini diharapkan peneliti mampu melihat suatu fenomena dilapangan secara
struktural dan fungsional.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau
lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu

dengan variabel yang lain.
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Menurut whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah — masalah
dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi —
situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta
proses — proses yang sedang berlangsung dan pengaruh — pengaruh dari suatu
fenomena.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
Kota Medan.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2015
3.2. Metode Pengumpulan Data

Data- atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah
merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melaui serangkaian kegiatan
sebaéai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara
langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala — gejala
yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data — data yang diperlukan
sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi ( 2010 : 166 ) observasi merupakan suatu proses
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses — proses

pengamatan dan ingatan.
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b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek
yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan — pertanyaan dalam mencari
informasi berdasarkan tujuan.
Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai
informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian
ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :
1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi
informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penyusunan
Pr;)graln Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Bapak John
E. Lase, ST, M.si.
2. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi
sosial yang diteliti. Adapun yng menjadi informan utama dalam penelitian
ini adalah Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bapak Indra,
SH, MAP.
3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi
walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang
menjadi informan tambahan yaitu pegawai — pegawai kantor Dinas Tata

Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan para Wajib Pajak.
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yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan
ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan dan tema pada ide itu. Sedangkan menurut Gay (2010 : 255) analisis
data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data
yang lain.

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melaui
proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010 : 255)
analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data
Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai
dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2.' Reduksi Data
Reduksi data yaitu memilih hal — hal pokok yang sesuai dengan fokus
penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data — data yang telah di reduksi, memberikan
gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan
mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu — waktu
diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun,
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi
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BAB YV
PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab
sebelumnya maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa
kesimpulan dari penelitian di lapangan yang penulis amati selama ini, serta
memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil

penelitian ini,

5.1. Kesimpulan
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sudah
diimplementasikan, akan tetapi belum terlaksana dengan baik atau belum
berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya pendapatan asli
daerah dari pajak reklame serta belum tertatanya reklame dengan baik dan
masih sangat banyak reklame yang tidak memiliki izin dan melanggar izin
yang belum ditertibkan dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota
Medan. Ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi
oleh Dins Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan seperti tidak
adanya sarana prasarana yang dimiliki Dinas TRTB dan tidak adanya
Honor tambahan untuk para pegawai Dinas TRTB. Kurangnya jumlahf
sumber daya seperti jumlah pegawai juga menjadi kendala untuk
mengimplementasikan Perda tersebut. Kompetensi pegawai juga masih
kurang untuk menjalankan Perda tersebut. Komitmen dari pihak TRTB
Jjuga berpengaruh besar untuk menegakkan peraturan yang ada serta
kesadaran dari wajib pajak juga sangat perlu. Selain itu, kerumitan

prosedur juga menjadi kendala wajib pajak untuk mengurus izin usaha
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reklame mereka. Maka dari kendala-kendala yang ada Dinas Tata Ruang
dan Tata Bangunan Kota Medan belum bisa menjalankan Perda Nomor
11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame secara efektif dan efisien.

2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak
Reklame merupakan salah satu jenis kebijakan pemerintah Kota Medan
yang sudah dibahas dan disepakati bersama DPRD Kota Medan. Dalam
menjalankan Perda tersebut dilimpahkan kepada tiga SKPD yaitu Dinas
Pendapatan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, dan Badan
Pelayananan Perizinan Terpadu. Jenis reklame papan, billboard, videotron
dan megatron ditangani oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Jenis
reklame seperti kain, umbul-umbul dan spanduk, reklame berjalan
ten'masuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung,
reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan ditangani oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Reklame melekat, poster, stiker,
rombong ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Mengingat masalah reklame merupakan masalah yang kompleks, maka
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan melakukan koordinasi
dan kerja sama dengan instansi yang terkait didalamnya.

3. Dalam penanganan masalah reklame, Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan hanya sebatas sebagai pihak yang melakukan sosialisasi
tentang peraturan kepada para penggunan dan penyelenggara reklame,
memberikan pelayanan untuk mengurus izin reklame, dan menegakkan
peraturan-peraturan serta menertibkan reklame yang tidak memiliki izin

dan tidak sesuai dengan izin.
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5.2. Saran
Saran vang diberikan penulis terdiri dari :

1. Sebaiknya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan
memberikan pelatthan dan pembinaan kepada para pegawai untuk
meningkatkan kompetensi dan kemapuan sera keahlian para pegawai
dalam menjalankan tugasnya sebagai implementor Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

2. Pemerintah Kota Medan seharusnya menambah jumlah pegawai di Dinas
Téta Ruang dan Tata Bangunan karena jumlah pegawai untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan masih sangat sedikit jika
dibt;ndingkan dengan volume kerja yang ada. Anggaran untuk honor
tambahan serta jaminan keselamatan juga semestinya diberikan
pemerintah kepad para pegawai.

3. Sarana prasarana dan fasilitas penyelenggaraan penertiban harus dimiliki
oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Untuk itu, Pemerintah Kota
Medan harus menyediakan fasilitas tersebut kepada instansi-imstansi
terkait dalam penanganan reklame.

4. Proses pengurusan perizinan dan pembayaran pajak masih menggunakan
system manual. Penulis menyarankan untuk membuat sistem online untuk
memudahkan para wajib pajak baik dalam mengurus perizinan maupun

dalam membayar pajak yang telah dikenakan.
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